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WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NO
MOR %  yauun 2010

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAG ELANG,

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan periu disusun Sistem dan Prosedur Pemungutan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perfu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Llingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Bada.n
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3684);
| ihan
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagi :
i t Paksa (Lembaran Negara Republik
bahan Lembaran Negara
: un 1997 Nomor 42, Tam . ;
Indon?i:a;?j'c‘mesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
Republi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
dengan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
Perubahan napihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
tentangR Peubﬁk Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Neg:)rara: :egara Republik rameste FoiEF 357
Lemba

2002 tentang Pengadilan
mor 14 Tahun ‘
Undang-Undang N(:]egara Republik Indonesia '!'ahun 2092
Pajak (Leml;af;';ahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 27, 18

Undang-
Pajak Dengan Sura



10.

11.

12.

13.

14,

..

Undang-und

an

Negara (Lembagra:o;l:or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Nomor 47 Tambahs €8ara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 486 ); embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 tentang Perubahan
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
h (Lembaran Negara Republik Indonesia
bahan Lembaran Negara Republik

Undang

Peraturan .Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota

Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2'008
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi

Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008

Nomor 4); 2 Tann 2008
Kota Magelang Nomor ahun
peratura Daeral::okok Pengelolaan  Keuangan Daerah

tentang  Pokok- Magelang Tahun 2009 Nomor 2);

Kota
Lembaran Daerah

( Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010
Peraturanﬁea perolehan Hak atas Tanah dan  Bangunan
tentang

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor  );
Lem
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Menetapkan : PERATURAN

palam Peraturan Walikota ini yang dimaksu
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Ukor,
PEMUNGUTAN g A Tentang

SISTEM DAN PROSEDUR
A
BANGUNAN PEROLEHAN

AK ATAS TANAH DAN

BAB|
KETENTUAN Umup

Pasal 1

d dengan:
Daerah adalah Kota Magelang,

Pemerintah Daerah adalah Walikota d
an pe v
penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah secbagai unsur

Walikota adalah Walikota Magelang,

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat

DPPKD adalah Dinds Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Magelang.

Kepala DPPKD adalah Kepala DPPKD Kota Magelang.
Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Magelang.
Kepala Kantor Pertanahan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (RUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
Yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha

tetap.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB,
adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ad_alah perbuatan atau peristilw:
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan ole

Orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah danfatau Bangunan
Pengelolaan, beserta bangunan diatasnya,

n.
un i bi rtanahan dan banguna ,
M Lo adan, meliputi pembayar pajak, pemotong

nyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dangan perpajakan daerah.

dalah hak atas tanah, termasuk hak
sebagaimana dimaksud dalam undang-

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Bu
Pajak, dan pemungut pajak, yang memp

yndang-un
dengan ketentuan peraturan per Lelang, adalah pihak yang berwenang

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pej::zt stas Tanah dan/atau Bangunan yang
Menerbitkan Akta Pemindahan
o elang.

Mempunyai wilayah kerja di Kot3 Mag cungsional yang ditunjuk untuk menerima,

: lah pejabat Tun nggungjawabkan uang
Bendz_;hara relEImaRL adamenatausahakan, dan memzzrlt:}aPPglfD Kota Magelang.
;n:':jvlmpan, meny:tdorlk?:,rangka pelaksanaan APBD pa

Ndapatan daerah dala
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pokumen terkait Perolehan H

ak atas T
yang menyatakan telah terio g ana.h dan/atay Bangunan adalah dokumen
dan/atau bangunan, Dokumen ip; da
beli, surat hibah, surat waris, dan lajp e

Surat Setoran Pajak Daerah ya

; _ _ » Yang selani isi
oleh Waiib Pajak digunage. ki me?ﬂjUtnya disingkat SSPD, adalah surat yang
yang terutang ke Kas Daerah
sekaligus untuk melaporkan d

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,

surat ketetapan pajak yang menent
dengan jumlah kredit pajak atay pajak

yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
u.kan Jumlah pokok pajak sama besarnya
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan datam penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat
dalam Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah thrang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Akta Pemindahan Hsk atas Tanah dan/atau Bangunan adalah .dokume'n legal
Penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke
pihak lain. . ) »
ian kegiatan mulai dari penghimpunan data
Pemungutan adalah suatu rangkaian : nan
obyek c?an subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutta:gn;ar:pal kegiatan
; a .
Penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetoranny



(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

atas Tanah dan/atau Bangunan;
b.  prosedur pembayaran BPHTB;

c.  prosedur penelitian SSPD;

d.  prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah

e.  prosedur pelaporan BPHTB;

dan/atau Bangunan;

f.  prosedur penagihan BPHTB;
g8 Pprosedur pengurangan BPHTS,

Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan
rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus
penghitungan BPHTB.

Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b)
adalah prosedur pembayaran BPHTB yang terutang yang dilakukan oleh Waijib
Pajak dengan menggunakan SSPD.

Prosedur penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah
prosedur penelitian yang dilakukan DPPKD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD

dan dokumen pendukungnya.

Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke
Kantor Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT.

Prosedur pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah
prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.

Prosedur penagihan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah
prosedur penetapan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan Surat Teguran yang dilakukan

oleh DPPKD.

Prosedur pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pafarayat i2) hurul g acaah

Prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB

yang diajukan oleh Wajib Pajak.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

Baimana dimaksud dalam Pasal 2,

b.  Fungsi Pembukuan dap Pelaporan.
c.  FungsiPenagihan.
Fungsi-fungsi sebagaimana dima

menyesuaikan struktyr organisasi
fungsinya.

ksud pada ayat (1)

dipersiapkan dengan
Pada DPPKpD sesuai den

gan tugas pokok dan

ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
8an wajib pajak dalam tahapan-tahapan

0s&s penelitian SSPD dan proses pengurangan
ait objek BPHTB.

pemungutan BPHTB sepert| dalam pr
BPHTB dan mengelola data bgse terk

data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

Fungsi Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ bertugas untuk

melaksanakan penagihan kepada Wajib Pajak atas SSPD yang kurang/tidak dibayar,
SKPDKB, dan SKPDKBT.

Fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan menyesuaikan
dan mengoptimalkan struktur organisasi DPPKD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya selaku pengelola pendapatan daerah.

BAB llI
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Kesatu

Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 4

Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau. Bangunan
melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai peraturan

perundangan. N ’
Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek

BPHTB yang haknya dialihkan.

Pasal 5
£ . 5
Wajib pajak hitung dan mengisi SSPD yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat
ajib Pajak meng

Akta Tanah (PPAT). Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah

. i -
Tata cara pengurusan Akta Pemmdahajran ik A o
Lamp!
sebagaimana tercantum dalam

Walikota ini.



(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(1) dilakukan oleh Wajib Pajak di
KD Kota Magelang. j j

Tata cara pembayaran BPHTR oleh Waji

Bendahara Penerimaan pada Dpp

Bagian Ketiga
Penelitian SSPD

Pasal 7

Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fun

gsi Pelayanan dan Pengolah Data
DPPKD . :

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD; dan
b.  kelengkapan dokumen pendukung SSPD.

Jika diperiukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan pemeriksaan lapangan.

Tata cara penelitian SSPD oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 11l yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 8

Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau bangunan ke Kantor Pertanahan.
DPPKD dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Pertanahan dalam rangka

pendaftaran Pemindahan Hak.
Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
pelaporan BPHTB

pasal 9
Pel BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi pembukuan dan Pelaporan pada
daporan

DPPKD.



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

()

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

-8 .

pelaporan BPHTB bertujyan i

uk 4
penerimaan BPHTB Sebagai bagia Memberik

) an  informasj tentan alisasi
N darj Pendapat g ¢

an Asli Daerah (PAD).

Fungsi Pembukuan dap Pel

daporan
dokumen-dokumen dari Beng men

ahara Peneri
Fungsi Pembukuan dan peg|,

Yiapkan Laporan BPHTB berdasarkan
Maan DPPKD dan PPAT.

gaimana tercantum dalam Lampiran V yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota inj.

Bagian Keenam
Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 11

Prosedur penagihan BPHTB dilakukan untuk menagih BPHTB yang terutang yang
belum dibayar/kurang dibayar oleh Wajib Pajak.

Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
penetapan STPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

STPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan
Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperiukan.

Tata cara penagihan BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 12

Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Fungsi
Pelayanan dan Pengolah Data DPPKD untuk ditelit.
Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vi|

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



1) Kepala DPPKD melakukan fasilitas; Pelaksana

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksyg

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaky pada tanggal 1 Januari 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di PAageIang
pada tanggal

WAL MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
Plt

it
AZIS KGUS SURYW

OR 44
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOM



PERATURA
NOMoR
TAHUN

N WALIKOTA MAGELANG

Bangunan.
Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran dan
kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait objek BPHTB di

Kantor Pertanahan,

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang menmiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas tanah
dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak menyiapkan

dan menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas tanah

dan/atau bangunan kepada PPAT.

= PAT dal
Dalam prosedur ini, DPPKD berkoordinasi dan bekerja sama dengan P alam

Penyiapan SSPD.



3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang Membanty
terutang d

terkait pemeriksaan objek Pajak,

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
langkah 1:

Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan mempersiapkan dokumen
pendukung terkait dengan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen
pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/bangunan
antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli,
surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadi
pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat
disertai dengan dokumen pendukung lainnya.

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan permohonan

Pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak

atas tanah dan/atau bangunan.

Langkah 2 :

PPAT menerima permohonan pengurusan akta dan dokumen pendukung perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa kelengkapan
dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima teiah lengkap,

PPAT kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan data objek BPHTB kepada Kantor
u

Pertanahan.



Langkah 3 :

Atas permintaan dari PPAT, maks Kantor pers

Nahan Menyediakan data yang dibutuhkan

pPAT untuk melakukan Pemeriksaan objek BPHTR

Langkah 4 :

PPAT menerima data objek BPHTR dari Kantor Pertanahan, PpAT kemudian memeriksa

kebenaran data objek Pajak dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak

atas tanah dan/atau bangunan dan data objek BPHTB dari Kantor Pertanahan. Jika

diperlukan, PPAT dapat melakukan Pengecekan objek BPHTR dengan melakukan observasi

lapangan.

Langkah 5:

PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dokumen ini
merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang belum

ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 6 :

Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir SSPD dari DPPKD.

Langkah 7 :

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek Pajak terpenuhi, maka PPAT
menghitung nilai BPHTB yang terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek Pajak dan
nilai Pajak yang terutang ke dalam formulir SSPD. Setelah mencantumkan seluruh informasi
yang dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani SSPD. SSPD merupakan surat yang
dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran BPHTB
Yang terutang ke Bendahara Penerimaan DPPKD dan sekaligus untuk melaporkan data

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. SSPD terdiri atas 6 tenbiaf; dega perinclan

sebagai berikut :



» Lembarl:

Untuk Wajib Pajak,
» Lembar2:

Untuk PPAT sebagaj arsip,
» Lembar3:

. Y an Pengolah Data pppkp sebagai lampiran permohonan
» Lembar5s:

Untuk Bendahara Penerima;
» Lembar6;

Untuk Bendahara Penerimaan

Pelaporan DPPKD.

N sebagaj arsip,
sebagaj laporan kepada Fungsi Pembukuan dan

Langkah 8 :
PPAT menyerahkan SSpp yang telah diis; kepada Wajib Pajak,

langkah 9 :
Wajib Pajak menerima sspp yang telah diisi darj ppAT.
D. BAGAN ALUR

Wajib Pajak mengurys Akta PPAT menerima
Pemindahan Hak Atas Tanah dan » h dari Wajib
Bangunan ke PPAT disertal Pajak dan dokumen
dokumen Pendukung pendukung

PPAT memeriksa data terkai
objek pajak ke Kantor
Pertanahan
K¥anlor Pertanahan menyediakan
data yang dibutuhkan PPAT

PPAT menyusun dan
menyimpan draft Akta —

Pemindahan Hak atas Tanah

danfatau Bangunan
OPPED
menyediakan
Formulir $5PD
4
PPAT menghitung BPHTB
Formulir SSPD Terutang dan
———— ng
diterima pleh PPAT m:npemnh" S5PD

PPAT dan Wajib Pajak
Wajib pajay Menerima SSPD guna |, menandatangani SSPD
Proses selanjutnya [



BEA PEROLEHAN HAK ATA X DAERAH (SSPD) Lembar 1

: S
Berfungsi juga sebagai Surar p TANAH DAN BANGUNAN Untuk WP
Surat Pemberit, huan gp; em?eritahuan Pajak Daerah sebagai Bukti
Jpipiaiss ek Pajak (SPOP] Pajak B .3 (SPTPD) serta Pembavaran
DINAS PENDAPATAN DA J umi dan Bangunan y

Nama Wajib Pajak

5. Alamat Wajib Pajak R "

6.  Kabupaten/Kota
s
NOP PBB

¥ 0 m o
2.  Letak Objek Pajak D ., ’:E_I:I D:D

3.  Kelurahan
4. RT/Rw

5, Kecamatan
6. Xota

penghitungan NJOP PBB

B Luas [T e
Uiatass - NIOP pPBB/M2
( dlisi luas tanah dan/atau bangunan (dlsi berdasarkan SPPT PBE tahun Luas x NJOP PBB/M?
yang haknya diperoleh) terjadinya perolehan hak/tahu,..,)

TaripHE (b z M 9. Ry 11, Rp Angka 7x argha 9

Bangunan 8. M2 | 10 Rp. 12. Rp. Angka Bx Angha 10

NJOPPBB: | 13. Rp. Angka 11 + Angka 12

14.  Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

15, Harga Transaksi / Nilai Pasar ! [ﬂp.

16.  Namor Sertifikat Tanah : |

C. PENGHITUNGAN BPHTB (hanya diis! berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak] Dalam Rupiah

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) =

——

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
-'--‘-'-—-—.__

Nilai p i i ; KP angka 1-angka 2 3
__________._E_l'olehan Objek Pajak Kena Pajak { NPOPKP)
5% x angka 3 4

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang

50% x angka 4 5

vvYy VY NV VY

Pengenaan 50% karena Warls/Hibah Wasiat/Pemberian Hak Pengelolaan’]
"--..-__‘_-_‘_-___

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang

(beri tanda silang X” pada kotak yang sesuai)

0. Jumlah Setoran Berdasarkan
2. Penghitungan Wajib Pajak

[ b swo/skeoka / SKPDKET *)

Walikota Nomor :
: i %  Berdasarkan Peraturan
!:I ©.  Pengurangan dihitung sendiri menjadi : D:]

Lo 1 Bl s
\\\__ __'___.———'—'_-_.—-_-_
huruf) ¢
!UMLAH YANG DISETOR (dengan Angka): (denga™ 7/

: T PEMBAYARAN o
\ DITERIMA OLEH: TEMPA EMBATA ey

MENGETARUI ;
PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR
LELANG/PEJABAT LELANG®)

Tanggal i reseresee

mpel dan Tanda Tangan Nama Lengkap dan Yanda Tangan

—— ter, Ste!
m — W
Wpei dan Tanda Tangan___|




S

SURAT seTq
BEA PEROLEHAN H:: g DAERAH (SSPD) Lembar 2
Pgsrimm Berfungsi juga sebagai Syrat :TbAes TANAH paN BANGUNAN Untuk PPAT
; e
KOTA MAGELANG Surat Pemberrtahuan Objek :;iakﬂ{l‘saphg:;:a_jak Dae!‘ah (SPTPD) serta
et DINAS PENDAPATAN DAN PENG ajak Bumi dan Bangunan
ELOLAA
——HATIAN : Bacalah Petunjuk Pengision pade 1o Ph— N KEUANGAN DAERAR KOTA MAGELANG
| — " g lembar in tertepyy dahula,
A 1 Nama Wajib Pajak :

..............
......................
...............
...........
.............

2. Alamat Wajib Pajak

...........................
................
...............
....................
........

3,  Kelurahan/Desa

6.  Kabupaten/Kota

3. Kelurahan

g. 1. NOPPBB D] D:l ED]
2. Letak Objek Pajak D, D:D [] | l H' | ’ D

e, §, RT/RW
Kecamatan
5. 6. Kota
Penghitungan NJOP PBB
, Luas NJOP PBB/M?
Uralan { diist luas tanoh dan/otay ba, 2
! U bangunan (dits! berdasarkan SPPT PBB tahun Luas x NJOP PBB/M
yong haknya diperoleh) terjadinyo perolehan hak/tahu....)
Tanah {bumi) 7. M |a Rp. 11. Rp. Angka 7x angka 9
Bangunan 8. M? | 10. [Rp 12. Rp. Frpaiangaio
NJOPPBB: | 13, Rp. Angha Loty
14.  Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
15.  Harga Transaksi / Nilai Pasar 4 Rp.
16.  Noamer Sertifikat Tanah
C. PENGHITUNGAN BPHTB (hanya diisi beroasarkan Penghitungan Wallb Pejak) Dalam Rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) L
—— [
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak {NPOPTKP) 2
G " - 2 3 |
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP) orgh1-snle
I ka 3 4 |
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang | 5% x ongka =
-—--'-—!—-—.__
i . lolaan®| 50% x angka 4 5
Pengenaa is/Hibah Wasiat/Pemberfan Hak Penge
_________E__ n 50% karena Waris/ e >

Bea p ngunan yang terutang
____________frolehan Hak atas Tanah dan Bang Y

ual]
D. Jumlah Setoran Berdasarkan (beri tonda silang “X” pada kotak yong ses /

3. Penghitungan Wajib Pajak
r:_f b.  STPD / SKPDKB / SKPDKBT *)

; Dj %  Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor :
D . Pengurangan dihitung sendiri menjadi:

(T
-‘-_‘--_‘--'-"‘-—__ -
an huruf) :
JUMLAH YANG DISETOR (dengan Angka) : e 7
Rp. /;— - 7/
; PEMBAYARAN : , tgl
[ — DITERIMA OLEH ; TEMPAT P WAIIB PAJAK / PENYETOR
MENGETAHUI : TANREA : s
PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR
LELANG/PEJABAT LELANG*)
s ol dor Tanda Tangan Nama Lengkap dan Tanda Tangan
— — W
%empe! dan Tanda Tangan ____|



P
BEA PEROLEHAN Ha gy AAK DAERAH (sspp) Lembar 3
AST
|18 sebagai §yrap pg ANAH DAN BANGUNAN Untak
beritahuan Opei pr C (opeah Pajak Daerah (5PTPD) serts Kantor
INAS PENDAPATAN DAl 12X (5POP) Pajak gy dan Bangunan Pertanahan
N PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG
Nama Wajib Pajak oar ini terlebih dahylg,
2. Alamat Wajib Pajak o h
3. Kelurahan/Desa : o
6.  Kabupaten/Kota /Rw 5 Kecamatan
= 7 Kode Pos

5. 1.  NOPPBB

2. Letak Objek Pajak D]EDD:D D:D m I l ] [] D

3, Kelurahan

.............................................. 4, RT/RW
Kecamatan
5. 6. Kota :
penghitungan NJOP PBB
Uraian e NIOP PBB/M? |
( diisi luas tanah dan/atay bangunan (diisi berdosarkan sPpT pag tahun Luas x NIOP PeB/M*
yang haknya diperoieh) terjadinya perolehan hak/tahun....)
Tanah (bumi) 7. M g |Rp 11. Rp. Angka 7y angka 8
Bangunan 8. M? | 10, |Rp. 12. Rp. AR 3 Angha i
NIOPPBB: | 13. Rp. Angha 1t o Arghs 12
14.  Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
15.  Harga Transaksi / Nilai Pasar : Rp. 7
16. Nomor Sertifikat Tanah : I
C. PENGHITUNGAN BPHTB (hanya dilsi bercosarkan Penghitungan Wajlb Pajak) Dalam Ruplah
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) o
S 2 >
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) e
e s |
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak | NPOPKP) ot ik | 3
ka 3 4 lb
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang | 5% x ang i
: - ka4 5 |
Pengenaan 50% karena Warls/Hibah Wasiat/Pemberian Hak Pengelolaan®| 50% x angka
L= e & [
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang

D. Jumlah Setoran Berdasarkan (beri tanda silang X" pada kotok yang sesuai
8.  Penghitungan Wajih Pajak
D b.  STPD/SKPDKB / SKPDKBT *}

D €. Pengurangan dihitung sendiri menjadi :

[(Ja

Dj % Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor :

s, Ml :
huruf] :
JUMLAH YANG DISETOR (dengan Angka) : (dengan 7

e T PEMBAYARAN | ... e
e U DITERIMA OLEH : TEMPA WAJIB PAJAK / PENYETOR
MENGETAHUI . Tanggal T arsammanseens
PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR
LELANG/PEJABAT LELANG*)
Register, Stempel dan Tanda Tangan Nama Lengkap dan Tanda Tangan

i = Namalen B

%&mpel dan Tanda Tansal__-—-—'—"’-sk—az’—/




|

Lembar 4
Untuk
Fungsi

Pelayanan dan
Pengolah Data
DPPKD

Nama Wajib Rajak

..........
...........
............
...............
.............
...............
.................

Alamat Wajib Pajak

Kelurahan/Desa . .,

Kabupaten/Kota

Kecamatan

1 NOP PBB

3. Kelurahan

2: Letak Objek Pajak EDD]ED]ED] L] | [TTT1 [ ]

C. PENGHITUNGAN BPHTB {hanye diisl berdasarkon Penghitungon Waflb Pajak)

4. RT/RW
s, Kecamatan . 6. Kots
Penghitungan NJOP P8B
R
o Luas NIOP e/
(i luas tanah dan/otou bangunan | (aist berdosarkan 2T o gy HAESNIORPEB/VE
yang haknya diperoleh) terjadinya perolehon hokftohun......)
Tanah (bumi) 7. M |9 |Rp 11. Rp. RN
Bangunan B. M | 10. |Rp. 12. Rp. gt B x Angia 10
NJOPPBB : | 13. Rp. Angka 11+ Angia 12
14.  Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
15.  Harga Transaksi / Nilai Pasar : | Re.
16.  Nomor Sertifikat Tanah
Dalam Rupiah

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang .
(beri tunda sliang “X" pada kotak yang sesuai)

D. Jumlah Setoran Berdasarkan
3. Penghitungan Waijib Pajak

': b. STPD/SKPDKB / SKPOKBT *)
Q C.  Pengurangan dihitung sendiri menjadi :

1 |
2 |
. - angk 3 (>
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak { NPOPKP) angka 1-angka 2 ]
R % x angka 3 i |
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya tecutang | 5
h--'_'—-—_
: " ko 4 5 (>
Pengenaan 50% karena Waris/Hibah Wasiat/Pemberian Hak Pengelolaan®| 50% x ang =
T &

E[] %  Berdasarkan Peraturan Waiikos Nawmer -

S P

sl

. dengan_huruf) :
{UMLAH YANG DISETOR (dengan Angka) : (der

Rp.
— STTERIMA OLER : TEMPAT PEMBAYAZAN
MENGETAHUI : e
Tanggal:
PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR
LELANG/PEIABAT LELANG"®)

T —

N\ = | T Nama\engkap, Regwter, Stetupas Gt T VoS e
23 Lengkap, Stempel dan Tenda Tangan




\

Lembar 5
Untuk Bank /
Bendahara Penerimaan
Sebagai Arsip
; AGELANG
Nama Wajib Pajak e
2. Alamat Wajib Pajak L i S
3. Kelurahan/Desa S e s
s 4. RTRW .
6. Kabupaten/Kota B s / 8 st 5L Ko )
K 7 Kode Pos R S
s, 1  NOPPBB E] D]
w1 00 (T 000 0 [y

3. Kelurahan

v 4 RTRW ;0
5. Kecamatan ) 6 Kota
Penghitungan NJOP PBB
_— Luas NIOP PBB/M?
{ dlist luas tanah dan/atay bangunan {dils! berdosarkan SPPT PBg tahun Luas x NJOP PBB/M?
yang haknya diperoleh) terjadinya perolehan hak/tahun....)
Tanah {bumi) & M2 (g |Rp, 11. Rp. Angka Txangka 9
Bangunan 8. M2 | 10. |Rp. 12. Rp. gemlie ol
NJOPPBB: | 13. Rp. Angka 11+ Argia 12
14.  Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
15.  Harga Transaksi/ Nilai Pasar Rp.
16. Nomar Sertifikat Tanah :
C. PENGHITUNGAN BPHTB (honya diisi berdosarkan Penghitungon Wajlb Pojak) Dalam Rupiah
Nilai Perglehan Objek Pajak (NPOP) 1 =
| 3
Nilaj Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2
e & 3 (>
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP) arighed ~angha2
P ———
ka 3 4 |
Bea Peralehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang | 5% x angka
< " 50% x angka 4 5 |»
Pengenaan 50% karena Waris/Hibah Wasiat/Pemberian Hak Pengelolaan ng -
6
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang

D. Jumlah Setoran Berdasarkan
2.  Penghitungan Wajlb Pajak

D b.  STPD/SKPDKB / SKPDKBT *)

¢ Pengurangan dihitung sendiri menjadi :

(beri tanda silang “X* pada kotak yang sesugi)

El:] %  Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor :

d.
h-___‘_-‘_‘-_-‘_‘__ ’
n huruf) :

JUMLAH YANG DISETOR (dengan Angka) : {denga /

Rp. AN
T —— s DTERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN o p,&,t:; J

MENGE'.AHUI ’ " ..,-.-...-..-..u.u..................--.....-.-.....u.
PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR Tanggal:
LELANG/PEJABAT LELANG*)
———— akap, Register, stempel dan Tanda Tangan Nama Lengkap dan Tanda e
s | =" Namia LenNEKAP:




SURAT seToR

Nama Wajib Pajak

2 Alamat Wajib Pajak
3. Kelurahan/Desa
6. Kabupaten/Kota

PA)
BEA PEROLEHAN HAK ATa X DAERAH (Sspp) Lembar 6
- S ]
ELANG Be::rl;fss:juga Sebagal Surat Pemberi. hANAH DAN BANGUNAN s e
. : )
,/———ENAS — emberitahyg, Objek paja) {SP(:J'J:}n P:?ai kBL:E:ir;Z r{ls:;rpol serta (sabagal taporan )
ATAN D, ngunan
L —— M - Bacalah Petunjuk Pe, AN PENGELOMAN KEUANGAN D
PERHATIAN ; Baca w MAGELANG

| — ) bar jn) terlebih dahuly,

5. 1. NOPPBB

2.  Letak Objek Pajak

3. Kelurahan

= 4 RT/RwW
5.  Kecamatan
3 6. Kota
Penghitungan NJOP P3B
B L [ ——
uas
NJOP pRB/M?2
Uraian i
{ dlist luas tu:u:; dan/atau bangungn (dis] berdusarkan spPT Pag rohyn Luas x NJOP PBB/M?
yang haknya diperoleh) terfodinya perolehan hokftahun.....,)
bumi 7 _z—
Tanah (bumi) . M 1a gp. 11. Rp. " [ Angka 7xangta 9
Bangunan 8. M | 10, Re. 12. Rp. i
NJOPPBB: | 13. Rp. Angla 11 ¢ Angia 13
14.  Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
15.  Harga Transaksi / Nilal Pasar ¢ | Rp.
16.  Nomar Sertifikat Tanah
C. PENGHITUNGAN BPHTB (hanya diisl berdasarkan Penghitungan Woflb Pajak) Dalam Rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak {NPOP) Ml s
5 >
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) A ]
e -angka2 | 3 |
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP) sy
__‘-'_—‘—v—-_.__
4 |p
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang | 5% xangka 3
ko d s [
Pengenaan 50% karena Waris/Hibah Waslat/Pemberlan Hak Pengelolaan’] 50% x ang >
6

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang

; o kotak yang sesual}
0. Jumiah Setoran Berdasarkan (berl tanda silang X" pod

2. Penghitungan Wajib Pajak
D b.  STPD /SKPDKB / SKPDKBT *)

[ | Dj %  Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor ;
. Pengurangan dihitung sendiri menjadi :

‘ reenmsrsbassnRase e

S=rpe

dengan huruf) :
YUMLAH YANG BiseTOR (dengan Angka) : L

/

Rp.

=

!

\

MENGETAHUI :
PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR
LELANG/PEJABAT LELANG®)

...............
....................
.........

WAJIB PAJAK / PENYETOR

an Tanda Tangan

peld
—_ ter, Stem
\Na\ i Nama LengKkap: Reg!s

Mma Lenglr.ap. Stempel dan Tanda Tangan

Nama Lengkap dan Tanda Yangan
—_— ]




ETUNJUK pey ISIAN S50 - ppyerg
formulir SSPD ini terdiri dari g (enam) Lembar

r Lembgr ¢
r 3 untuk Kantor Pertanahap g Untuk Waiib pa:
Lemba : dandal ' Kota agelang; Lombar jib Pajak Sebagaj Bykyj Pe ¢ i
untuk Arsip Bank/ ara Penerimaan, Lembar 4 untuk Fyngs Pel mbayaran; Lembar 2 untuk PPAT;
dan Pelaporan DPPKD. Untuk Laporan Bank/Ben d:::”a" da"_PEnEDIah Data DPPKD; Lembar 5
silah SSPD ini dengan huruf cetak kapjta; atay diketiyc 13 Penerimaan kepada Fungsi Pembukuan
tu) SSPD untuk set;
Gunak:" 1“{:’ da}pat e di;:::::etoran d2n Setiap janis Perolehan hak
ormulir N untuk 2K atas
;enghitunsan Wajib Pajak. Pembayaran atas syaq, mmﬁﬂ?:,,“’l"a“" bangunan,
atau pengungkapan ketidakbenaran
FA  Dlisi dengan data Wajib Pajak,
HURU Angka 1s/d angka 7 cukup jelas,

data dan jenis peroleh hal
gUFB  Diisl dengan an hak atas tap,
Hd Angka 1Dl d:;s:ﬂ Romor Obiek Pajak (NoP) yan
Angka 2 s5.d an sl dengan letak tanap, da nah d
Angka 75.d angka 13 Merupakan tabel untuk pan. s> " 8UM1 Yang haknyg gy 2" 3134 bangunan yang bersangkutan.

k penghitungan pygp
Pada kolom angka 9 dan 19 2gar disebutkan ':::u:t::?

0 hak atas & na
Nah dan bangunan sebaga berikut:
Jenis Perolehan | Kode Jenks Pergle
——
i han Hak Kode Jenis Perolehan Hak Kode
Pemindahan Hak : hmasumm""‘“—'—————
- Jual Beli 01 hukum lainnya 1 % 1. Pemekaran Usaha 1
: i ki - Hadiah
.T’:'l‘;::]"-"‘“" : gg :‘ﬂ“:::‘:‘ Mk yang  mengakibatian - Baniis hak Rumah Sederhana Sehat dan RS *
’ Hm]: Wasiat g; - Penunjukan pembari dalam lelang g: lpn:::::!iht:f;:bsidl . i
- War - Pelaksanaan PUtuSIn  hakim : iy =
mempunyal kekuaton o Yang | 9 |. :::abedan hak baru sebagai kelanjutan pelepazan
- Penggabungan usaha -
- DiieSuran it ig - Pemberian hak baru dilgar pelepasan hag 17
*) Dalam hal Perclehan Hak Rumah Sederhana Sehat [Rs. Sehat/RSH) sebaga;
No. 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumat dan pemuki s D | i b

p de ; ;
Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/kPTs /M Ngan dukungan fasilitss Subsiq) Perumahan ubag_zimcnn telah diubah dengan

Angka 15 Dilsi dengan harga transaks| Yang terjadi/harga transaksj ¥2ng tercantum dalam Risalah Lelang/nitai pasar objek tersebut.
Angka 16 Diisi dengan nomor sertifkat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan.

HURUFC  Bilsl dengan akumulasi atas nilai-nitai perolehan hak yang pernah diperoleh sebelumnya. Untuk mendukung angka inl, dapat digunakan
lembar tambahan untuk menunjukkan detail perhitungan.
Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP.
Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STPD/SKPDKB/SKPDKBT sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan huruf
D.d, huruf C tidak perlu dilsi
Angka 1 Nilal Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi / nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 15.
Namun, dalam hal NPOP tersebut tidak diketahuf atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PEB
sebagaimana huruf 8 angka 13. Dalam hal WP yang bersangkutan pernah menerima peralihan hak, maka angka NPOP ini
harus mempertimbangkan akumulasi inl, Jika akumulasi sebelumnya belum pernah dikenai BPHTB maka NPOP dihitung
sebagal penjumiahan dengan akumulasl inf,
Angka 2 Dilsi sesuai dengan besarnya NPOPTKP untuk Kota Magelang.
{informasi mengenai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalui DPPKD Kota Magelang}
Angka 3 Cukup telas
Aﬂ:ka 4 Diisi :engan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5% {sesual Pasal .... Perda No. ... Tahun .....)
nya terutang (angka 4) dengan besaran pengurangan sebesar 50 %
Angka5  Dilsl dengan hasil perkalian antara BPHTB yang seharusny
(sesual Peraturan Walikota Nomar ......... 11T, — )
Angka&  Cukup jelas.

—_— ran pajak
HURUFD  Diisi den gan memberi tanda “X" pada kotak yang sesuai de?gan dasar seorang WP melakukan setoran paj
Hurufa.  jika setoran akan dilakukan sebagalmana huru kan $TPD / SKPDKS / SKPDKBT
huruf C, tetapl mengguna
: k menggunakan perhitungan di ; dl huruf C. Dils}
::fn:ff: ; ::kk: s\;t:r::;:?:::ia:yiz tr:nefw untuk mendapatian pengurangan dari jumlah yang seharusnya ada dl huruf C. Dil

dengan prosentase sesual dengan ketentuan yang bir:;t? b, dan huruf ¢, sepertl setoran berdasarkan SK Pembetulan/SK

. lain huruf 3,
Huruf d, t:ab:erda;;zt tdasar/::r:zfi::;:u:ﬂ:;:m; yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera
ratan/Putusan
di HURUF C.

da HURUF 0.
BAGIAN JUMLAH PAIAK YANG DISETOR dilsi memperhatikan HURUF C-4 dan plithan pa
L ]

Jika D-a dipilih, maka jurniah setoran menggunakan D-4. —
*  Jika Db dipllih, maka Jumiah setoran sejumiah nilai mﬁ:ﬁ: dengan prosentase yang dinyatakan diD-c
¥ Jika D-c dipilih, maka jumlah setoran menggunakan takan di D-d
-

Jlka D-d dipllih, maka jumlah setoran sejumlah nila! yang dinya



ran tersebut dilsl dengan angka (dajam Kotak) dan hupg (pada b
hseto

palam hal BPHTB yang seharusny, terutang nihi {nar), Maka
caratam pada baglan JUMLAH SETORAN, SSPD gp

wp tetap mengisj SSpp BPHYB de berlkan k terangan “NIHIL"
nihi Cukup g Ngan memberlkan ke:
menandatangani kolom yang telap, disediakap (WP tigay P uk!tahu] r:;::;;::aﬁs;}'xepala Kantor Lelang/Pajabat Lelang dengan
aan),

3gian yang diarsip),
Jurl3

Ditetapkan di Ma

gelang
Pada tangga|

| WaBag




"f (pads bagian

hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nof h Maky

palam ian JUMLAH SETORAN. SSPD Bp nihll Cuky

pada b::t'anga“l kolom yang tefaf disediakap, (WP tidag Periu ks
menan

tetap Mengis|
P diketahy; oleh PPaT/N
U ke Beng,

Yang dial';‘ir}.

SSPD BPHTR gongan memberikan keterangan “NIHIL"
Otaris/xe

_ Kantor Letang/Pajabat Lelang dengan
Penen‘rnunj.

Ditetapkan g; Magelang

SIGIT WIDYONIfiDITO




LAMPIRAN il

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR :

TAHUN :
AL
PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Penefimaan DPPKD Kots Magelang,
B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB yang terutang atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan,

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang membanty dan menyiapkan SSPD sebagai dasar bagi Wajib
Pajak dalam membayar BPHTB yang terutang dan membantu melakukan
perhitungannya.

3. Bendahara Penerimaan
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB yang terutang dari Wajib
Pajak. Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan berwenang untuk:
- menerima pembayaran BPHTB yang terutang dari Wajib Pajak;
-~ memeriksa kelengkapan pengisian SSPD;
- mengembalikan SSPD yang pengisiannya tidak lengkap/ kurang;

- menandatangani SSPD yang telah lengkap pengisiannya; dan

- mengarsip SSPD lembar 5 dan lembar 6.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

kangkah 1 ;
. _ —
Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak At edper R SSA0 AR Yela i, R8P0

s tanah dan/atau bangunan.

elakukan pembayaran atau

Melaporkan data perolehan hak ata

an, Wajib Pajak dan PPAT menandatangani

bayar
Sebelum digunakan dalam proses pem ¥

SSPD tersebut.




lembar 1,2,3,4 dikembalikan ke Waijib Pajak.

Langkah 5 :

Wajib Pajak menerima SSPD lembar 1,2, 3, dan 4 dari Bendahara Penerimaan, Wajib Pajak

kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD ke Fungsi

Pelayanan dan Pengolah Data di DPPKD.

Langkah 6 :

Bendahara Penerimaan dalam jangka waktu 1 x 24 jam wajib menyetorkan penerimaan

Pajak ke Kas Daerah dengan mempergunakan Surat Tanda Setoran (STS).



p. BAGAN ALUR

Dari Prosedur 1, Wajib
Pajak menerima 55P0

dari PPAT

Bendaharg

Penerimaan

menerima
Pembayaran BeTE

['\'L\ !.r

Bendahary Penesimaan 8endahara Pelrer:imnn
menyerahkan sspg fembar 1, mengarsip :
13dan 4 yang ety 2. SSPO lembar s
! kepada Wafib
Pajak

b. SSPD lembar 6 yang
selanjuinya  digunakan

el

Walib Pajak ::n:::::r
Menerima SSPO menyetorakan
S ~iet
Ditetapkan 4i Magelang
pada tangga
BTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

(PEJABAT [oog

PRIABAT Iprrp 1. SEKDA

ety L
. SEM 2. KA. DINAS %f_/?
P ¥ 3. SEKRETARIS

3 ASISTEN
i :. KA. BID 7

. KA. SIET
KA. SUB. BaG




D.

BAGAN ALUR

Pajak menerima 55PD
dari PPAT

Dari Prosedur 1, Wajib

Bendahary Penerimaan
menyerahkan S5P0 lembar ]
23dan g yang telah
mmhmﬂl' kepada ‘Wajib
Pajak

Wajib Pajat
menerima SSPO
lembar 123 dan4
darl Bank

v

Bendahara Penerimaan
mengarsip ;

4. 55PD lembar 5

b. SSPD lembar & yang
selanjitnya  digunakan
pada proses pelaparan

'

Bendahara
Penedmaan
meryetorakan uang
peneriman Pajak ke
K3s Daerah

SIGIT WIDYONINDITO




AMPIRAN | PERATUR

NOMOR
TAHUN

——

SSPD

AN WALIKOTA MAGELANG

PROSEDUR PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM

Penelitian SSPD.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaky Penerima Hak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi Pelayanan
dan Pengolah Data pada DPPKD atas SSPD yang telah dibayarkan,

2. Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data
Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek Pajak yang
tercantum dalam SSPD. Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data berwenang dan bertugas
untuk:

- memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek BPHTB yang

tercantum dalam SSPD; dan
melaporkan hasil verifikasi SSPD kepada Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk

oleh Kepala DPPKD.

3. Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk )
M kan pihak yang berwenang menandatangani Surat Keterangan Penelitian SSPD
€rupakan p

i olah Data.
atas SSPD yang telah diverifikasi oleh Fungsi Pelayanan dan Peng

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1:

ang dibutuhkan untuk
Waijib pyi k selak ima hak menyiapkan dokumen pendukung yang
ajak selaku penerim

iri atas:
Denelitian SSPD . Dokumen pendukung terdiri a

' : Bendahara Penerimaan;
ED Yang tertera register penerimaan dari Ben




- Fotocopi SPpT PBB Tah
un
o berkenaan 3tau Syrat K
belum diterbitkan, Sterangan Njop dalam hal SPPT PBB

- Fotocopi Surat Tanda Ter;
Erima Setoran p.:
Pajak Bym; 4

ATM Pembayaran, PBB tahyn berken
aan,

an Bangunan (STTS PBB)/Struk
- Fotokopi identitas Waiji i
ib
. " Pajak (dapat berupa Karyy 1 i
M ETE Paspor); anda Penduduk/ Surat Izin

- Surat Kuasa darj Wajib Pajak (dala

Pelayanan dan Pengolah Data DPpkp,

Langkah 2 :

SSPD, SSPD  (lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak dan mengarsip
Permohonan Penelitian SSPD pada Buku Register Pengajuan Permohonan Penelitian SSpp
sesuai Nomor Urut dalam Buku Register dan Tanggal Pengajuan Permohonan Penelitian
SSPD.

Langkah 3 :

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data kemudian memeriksa kebenaran data yang tercantum
dalam sspp dan dokumen pendukung SSPD berdasarkan data-data objek BPHTB. Dalam
kondisi tertentu Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data berhak melakukan penelitian lapangan

Untuk mengecek kebenaran data secara rifl. Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan

akan diatyr tersendiri.

Langkah 4 -

Setelah semua kebenaran informasi objek BPHTB dalam S5PD dan ke!engkapan dokumen
Pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data menga;:l;antSSP: .vznf
telah diverifikasi dan Surat Keterangan Penelitian SSPD kepada Kepala DP atau Pejaba

an Surat Keterangan Penelitian SSPD.
itun; ntuk penandatangan
Yang ditunjuk oleh Kepala DPPKD untuk p S

ip SSPD (lembar 4)
FUNgsi Pelayanan dan Pengolah Data mengarsip S5 (D e
Fungsj Pelayanan dan Pengolah Data lalu menyerahkan S5P

b pajak.
Keterangan penelitian SSPD kepada Waiib Paja




BAGAN ALUR

Wallb Pajak mengamblil dan
mengisl Formullr Permohonan

Wajlb Pajak menyerahian Formulic Yang
Penelitian SSPD

telah diig) gan dokumen Pendukungnya ke
Fungsi Pelayanan dap Pengolah Dara
DPPKD

Fungsi Pelayanan & Pengolah Datg
mencatat Pengajuan gr Wajib Pajak dalam

Buky Register dan memberikan tanda
terima pengajyan kepada Wajib Pajak

Fungsi Pelayanan & Pengolah Data meneliti
S5PD yang di iajukan aleh Wajlb Pajak sesuai
dengan prosedur dan 1313 cara penelitian

Y
Fungsi Pelayanan & Pengolah
Datamembuat laporan hasil penelltian atas
S5PD yang telah ditelitl

Fungsi Pelayanan & Pengolah Data
mengajukan Surat Keterangan Hasil
Penelitian kepada Kepala DPPKD atay
i Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala DPPKD

Kepala DPPKD atay Pejabat yang Ditunjuk
menandatangani Surat Keterangan Hasil
Penelitian SSPD

Fungsl Pelayanan & Pengolah Data
hkan Surat gan Hasil
Penelitian S5P0 kepada Wajib Pajak

i Keterangan
Wajib Pajak menerima Surat
jH.usi! Penelitian 55PD guna proses
selanjutnya




gormat Blangko Formulir Permohunan Penelitian SSPD

FORMULIR
PERMOHONAN PENELITIAN SSPD BPHTR

Kepada Yth,
Lpmpiran :1 (satu) bendel Kepala Dinas Pendapatan dan

perihal  :Penyampaian SSPD yptyy ditelitj Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Magelang

MAGELANG

pengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah inj -
Nama Wajib Pajak(1)

Alamat(2)

sebagai berikut :

Nomor Objek Pajak() - mm D‘HD]I | I:|L| [T

Letak Objek Pajak(4)

Kelurahans)

Kecamatans) ¢ Magelang Utara/Magelang Tengah/Magelang Selatan*
Kota Magelang

Terlampir dokumen sebagai berikut : (7)

SSPD yang telah tertera Register Penerimaan dari Bendahara Penerimaan
Fotokopi SPPT PBB Tahun ............. /Surat Keterangan NJOP*)

Fotokopi STTS PBB /Struk ATM Bukti Pembayaran PBB*) Tahun .......
Fotokopi KTP/SIM/Pasport*)

Surat Kuasa bermeterai 6.000 dari Wajib Pajak**)

Nous wno

Demikian untuk dapat dilakukan penelitian SSPD.

Magelang, (8) ) .
Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak*

(9}

Ket .
o HTangan

vx, Oret yang tidak perlu
) dalam hal dikuasakan




lir Permohonan Penelitiap, Ssp
ull
Form

. leh
Merupakan, formuyliy Yang diisi dap dipergunalk?]"‘,:ajib
jak atau Kuasanya apabila dikuas 8una Penelitian g¢ D yang telah dibav_ar oe Silden
Waijib Paiamu"r ini dapat dipergye, b Pajak g " Perikut adalah petunjuk pe 8
pajak. Ii";ermohonan Penelitian sspp .
1
Formu

iisi Nama Lengkap Wajib Pajak sesy
Di
(1)

ai Tand, Pengenal

iisi Alamat Wajib Pajak S€suai Tang
Dii

(2)

a Pengenaf g
an
jek Pajak Sesuai Yang tertery dalam SPPT ppg Tanah dan/atau Bangunan y
) g'g?ukan penelitian Sspp
i

iisi Letak Objek Pajak sesyaj Yang te
D" . .
(4) Diisi lokasi Kelurahan dimana Objek
ii - -
o Diisi lokasi Kecamatan dimana Obje
9 arat Sebagaimang tercantym
; irkan syarat-sy;
Dilampir
Wi

i honan Penelitian SSPD
: I Pengajuan Permo
iisi Tangga
(g] Dii

"SI de g




plangko Laporan Hasil Penejitia, SSPD

Kepada Yth.  Kepala Dinas Pend

yang bertanda tangan di bawah ini:

i - P

HTP $8) e
Jabatan 05) e, o
s 0

T —— —

Berdasarkan Surat Permohonan Penelitian SSPD oleh Waj

Register Pendaftaran Penelitian Sspp Nomor  pveg et shtam o

pengajuan oleh Waiib Paja: won(9)  tanggal wennsnnnne(10),  UNtuk
Nama 11) ...
Alamat 1(12)

Terhadap tanah dan/atau bangunan :

NOP @ I T OO T T 0

letak Objek  :(14)

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan S5PD dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak,

dengan ini kami menyatakan bahwa :
3. Data objek Pajak yang tercantum dalam SSPD :Sesuai/perlu penelitian*(is)
b.  Nilaj Pajak yang terutang yang tercantum dalam SSPD :Sesuai/belum sesuai*(16)

¢ Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau

Bangunan :Lengkap/belum lengkap*(17)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, SSPD yang diajukan oleh Wajib Pajak sudah/belum* (1)
dapat ditandatangani.

Demikian Laporan Hasil Penelitian SSPD dibuat dengan sebenar-benarnya, mengingat sumpah
jabatan

Magelang,

1.

NIP.

NIP.




Laporan Hasil Penelitian SSPD merupakan la

ta DPPKD yang ditunjyk oleh N Pety ,
pa Kepala DPPKD, |, raﬁa,-snpada Fungsi Pelayanan dan Pengolah

telah dibayar g h Wai: 3 i
sspD yang t ; €h Wajib p,: im b
Kepala Seksi yang ditunjyk oleh JKepa?zJ;a% s‘;f"bElum Memby terupakan laporan penelitian atas

a Ia 0 R
perdasarkan data-data yang aq i PPKD meneli Pengisian sqpry’ < U825 DPPKD dan
isian Laporan Hasi) Peneliti SS2 erh Ungan Pajak P dan kebenaran data
peng lan SSpp . Yang terutang, Berikyt adalah petunjuk

iisi Nomor Urut Penelitis
(1) Disi N S5PD daly i
(2) Diisi Tanggal dalam buky, induk |cu~:nelitri1:~::J L;I;L;l;n

3) Diisi Nama Lengkap Pegawaj e
( Pengolah Data 8 ditunjyk oleh Ke

(4) Diisi Nomor Induk Pegawai vbs
(5) Diisi jabatanlpeg:wai ybs
6) Diisi Nama lengkap Pejabat setin :
(6) Kepala DPPKD sebagai kwdmatmeF‘La:g:ie;:I: Seksi/Kepala sy Bagian yang ditunjuk oleh
(7) Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Yang ditun_”:‘?(”aﬂ dan Pengolah Data
(8) Diisi Jabatan Pejabat yang ditunjuk J
(9) Diisi Nomor Urut Pengajuan Penelitian sspp
(10) Diisi tanggal pengajuan Penelitian Sspp
(11) Dus| Nama Wajib Pajak \,‘f.ang mengajukan Penelitian Sspp
(12) Diisi alamat lengkap Wajib pajak yang me
(13) Diisi Nomor Objek Pajak Sesuai SPPT ppp
(14) Diisi lokasi Letak Objek Pajak sesuai sppT PBB
(15) Coret salah satu,
Coret “sesuai” apabila memerlukan penelitian lapangan
Coret”perlu penelitian” apabila tigak memerlukan penelitian lapangan
(16) Coret salah satu
Coret “sesuai” apabila perhitungan pajak yang terutang dalam SSPD belum sesuai
Coret “belum sesuaj” apabila perhitungn Pajak yang terutang dalam Sspp telah sesuai
(17) Coret salah satu
Coret “lengkap” apabila dokumen pendukung belum lengkap
Coret “belum lengkap” apabila dokumen pendukung telah lengkap
(18) Coret salah satu
Coret “sudah” apabila SSPD belum dapat ditandatangani oleh Kepala DPPKD atau Pejabat
yang ditunjuk oleh Kepala DPPKD.
Coret “belum” apabila SSPD sudah dapat ditandatangani oleh Kepala DPPKD atau Pejabat

yang ditunjuk oleh Kepala DPPKD.

duk penelitia, SSPD

Pala DPpkp sebagai Fungsi Pelayanan dan

ngajukan Penelitian SSPD

Laporan Hasil Penelitian SSPD harus ditandatangani oleh pegawai dan pejabat yang ditunjuk oleh
Kepala DRPKD.




yang bertanda tangan di bawap, ini;

Nama R g

NIP S (. R

Jabatan ) i

Nama T8) e ——_—
NIP A s M yotrsss
Jabatan 5 pR

Magelang Nomor ...................... tanggal .

..., telah diadakan penelitian |
pada tanggal ... () atas SSPD dengan Reo A
S S A Waiib Pajak 8an Register Pendaftaran Nomor ........... (10)
N ama :{11) L
Alamat 1 {12} LT T T TR

Terhadap tanah dan/atay bangunan :

NOP @) T T 10110

Letak Objek  :(14) ..........

LR L T T T e,

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diperoleh fakta (terlampir), sebagai bahan dalam
pertimbangan penelitian SSPD.

Penelitian ini dilakukan dengan sebenar-benarnya, mengingat sumpah jabatan.
Magelang,

g i

NIP.

NIP.



LAMPIRAN
LAPQ
RA HAS)L PENEUTIAN LAPAN
GAN

TUJUAN PENELITIAN Lapanga
a. R n--uc.--.uno-u-...., )
b. .

HASIL PENELITIAN :

.......................
........
--------
-------
......
-----
......
.............
LLT
-------
------
-------
.......
.........
............
..............

KESIMPULAN / SARAN

Magelang,

NIP.

NIP.




|

yang bertanda tangan dibawap, inj :

Nama

NIP

Jabatan : Kepala Dinag Penda
atau Pejabat ya
menandatangan; keWEnangan oleh Kepala Dinas untuk

Dengan mengingat sumpah jabatan dap atas hagj| p

bahwa permohonan Penelitian SSPD BPHTR oleh Wa?ir;JeEti'a: T FE, EhR P
djak :

Nama

Alamat

No. Register

Tanggal
Terhadap tanah dan/atau bangunan :

ki D]DHEEDEDDTTWD

Letak Objek

Telah sesuai dan dapat dipergunakan untuk proses pengurusan peralihan hak selanjutnya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, ...........

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MAGELANG

NIP.

Atau:

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KOTA MAGELANG
(Jabatan)
NIP.

IE
1 MBusan : dikirim kepada Yth.
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang,

" PPAT,

Arsip.
TSNS




BUKU RE
GISTER PENDAFTARAN PENEI.ITIAN SSPD

BULAN
TAHUN : ——
T w
"B TANGGAL DATA PEMOHO
N
NO | REGISTER TERIMA
PENGAJUAN "
NAMA AlAMaT
,,....---—-—__2 s . :
| N Mg
— |
- e TR
- e S
—'———-—_-—--——"'-"-
- |
=) __“—'—'_-—__—;%
———.___,____'—'___‘—|

BPHTB
TERUTANG

--....__________-—-—-..____

[ ———

NO
LAPORAN
HASIL
PENELITIAN
LAPANGAN

(itke ada)

HASIL
PENELITIAN
SSPD

NAMA
dan NIP
PETUGAS
PENELITI

—— e

10

11

SIGIT WIDYONINDITO




BUKUY REG]
STER PENDAFTARAN PENEUTIAN S
SPD

BULAN :
TAHUN :
D P g
NO nscsh:sorin :ENﬁtlsn(:iL DATA PEMOKQ),
PENGAJUAN f——n_
NAMA | alansay
| ___-_—‘_-_—_—‘-—-_———-"""-—-—-
_‘_—_—_'_—_—-—-"‘—‘--—
sl ___-___._—_—--—‘“““-‘a-
] D
S gy
-_—-—_-—-__—__“-——-
___—--_-_—-__-‘_—_'_‘—‘-——-_
[
(| ]
T ——
o ———
-_-—-_‘_--'_'_—‘——-—-
I___'—'—-——-
R —

I"""“----—-._.______r_____

NO

LAPORAN
HAS)L.
PENELTIAN
LAPANGAN

{iika ada)

SS5PD

HASIL
PENELITIAN

NAMA
dan NIP
PETUGAS
PENELITI

10

11

Ditetapkan df Magelang

SIGIT WIDYONINDITO
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LAMPIRAN v PERATURA

NOMoR

TAHUN :
—_
PROSEDUR PENDAFTAR AKTA KE Kan

N WALIKOTA MAGELANG

TOR PERTANAHAN
A. GAMBARAN UMUM

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaky Penerima Hak
Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung pendaftaran
akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan, Wajib Pajak menyerahkan

dokumen-dokumen tersebuyt kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah
ke Kantor Pertanahan. PPAT berwenang dan bertugas untuk:

*  mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan

menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan.

3. Kantor Pertanahan .
Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di wilayah Kota

rtugas untuk:
Magelang. Dalam prosedur ini Kantor Pertanahan berwenang dan bertug

iksa kelengkapan dokumen pengajuan et sy
memeriksa

il h.
- memperbaharui daftar hak kepemilikan tana




c. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1:

Berdasarkan prosedur penglis:
tlal'l dan prosedUr pembayal'an W » .
i, Teribara — . tetera » Wajib Pajak menerima SSPD
8an Pene

lalu menyerahkan SSpp lembar 3 dan le litian Sspp dari DPPKD, Wajib Pajak

mbar 3: serta Su

: rat o, :
DPPKD kepada Pejabat Pembuat Ak, Keterangan penelitian SSPD dari

Tanah (ppar),

Langkah 2 :

Bangunan. PPAT MENgarsip SSPD lembar 2

Langkah 3 :

PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan menyerahkan
draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atay Bangunan, SSPD lembar 3, serta Bukti
Surat Keterangan Penelitian SSPD dari DPPKD ke Kantor Pertanahan,

Langkah 4 :

Kantor Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran perolehan/peralihan hak
atas tanah. Kantor Pertanahan kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan kebenaran

data terkait objek pajak. Kantor Pertanahan lalu memperbaharui dotabase daftar

kepemilikan hak atas tanah.

langkah 5 :

Kantor Pertanahan mengarsip SSPD lembar 3. Kantor Pertanahan lalu menyerahkan draft

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan serta Surat Keterangan Penelitian

SSPD dari DPPKD kepada PPAT.
Langkah 6 -

PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta Pemindahan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan.




D.

Langkah 7 :
PPAT menyerahkan Akt Pemindahan H

3k atas 1
ditandatangani kepada Waijib Pajak, nah dan/atay Bangunan yang telah

Langkah 8 :

Wajib Pajak menerima Ak, Pemindahan Hak atas Tanap, dan/atau Bang
ngunan.

BAGAN ALUR

Dari Prosedur sebelumnya, Wajib Pajak
berhak menerima SSPD lembar 1,2,dan3z
serta Surat Keterangan Penelitian SS5PD
beserta tembusannya

: \t':faiib Pajak menyerahkan sspp Lembar 2 dan 3 serta
embusan Syrat Keterangan Penelitian SSPD {untuk PPAT dan
Kantor Pertanahan) kepada ppaT

nzh danfatau bangunan, PPAT
Mengarsip SSPD lembar 3 dan Tembusan Surat Keterangan
Hasil Penelitian

4
Kantor Pertanahan menelaah Pengajuan PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan memperbaharuyi daftar

dan/atay Bangunan, SSPD fembar 3, dan Tembusan Surat
perolehan/peralihan hak atas tanah Keterangan Penelitian Sspp kepada Kantor Pertanahan
dan/atau bangunan. Kantor Pertanahan
mengarsip SSPD lembar 3 beserta
Tembusan Surat Keterangan Penelitian

S5PD L

l

Kantor Pertanahan menyerahkan Akta PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau dan/atau Bangunan, dan selanjutnv:: menyerahkannya
jib Paja
Bangunan kepada PPAT kepada Waijib Paj

Ditetapkdh di Magelang
pada tanggal

SIGIT WIDYONINDITO




ditandatangani kepada wajib Pajak.

Langkah 8 :

Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atay Banguna
n.

BAGAN ALUR

Dari Prosedur sebelumnya, Wajib Pajak
berhak menerima SSPD lembar 1,2,dan3
serta Surat Keterangan Penelitian Sspp

beserta tembusannya

Kantor Pertanahan menelaah pengajuan
dan memperbaharui daftar
perolehan/peralihan hak atas tanah
dan/atau bangunan. Kantor Pertanahan

Wajib Pajak menyerahka, D
Tanik yi N S5PD Lembar 2 dan 3 serta

5an Surat Keterangan Penelitian SSPD (untuk PPAT dan
Kantor Pertanahan) kepada PPAT

——

PPAT menyiapkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan, PPAT kemudian menyiapkan pengajuan
pendaftaran hak atas tanzh dan/atau bangunan, PPAT
mengarsip SS5P0 lembar 2 dan Tembusan Surat Keterangan

Hasil Penelitian

l

PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
danfatau Bangunan, SSPD lembar 3, dan Tembusan Surat
Keterangan Penelitian S5PD kepada XKantor Pertanahan

mengarsip SSPD lembar 3 beserta
Tembusan Surat Keterangan Penelitian
S5PD

l

Kantor Pertanahan menyerahkan Akta

Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan kepada PPAT

Y

PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan, dan selanjutnya menyerahkannya

kepada Wajib Pajak

Ditetapkpn di Magelang

SIGIT WIDYONINDITO




LAMmP

IRAN Vv PERATURAN
NOMOR
TAKUN

:\

AN BPHTR

WALIKOTA MAGELANG

PROSEDUR PELApQg

A. GAMBARAN UMUM

B. PIHAK TERKAIT

1. Bendahara Penerimaan
menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan

berwenang dan bertugas :

= menerima pembayaran BPYTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran
tunai; i

- menyiapkan register SSPD atas pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang
melalui mekanisme tunai ke Bendahara Penerimaan;

= menyiapkan register STS;

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) |
Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam prosedur ini PPAT berwenang dan bertugas

untuk membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
e

Bangunan.



Fungsi Pembukuyap dan Pelapor,
n

Merupakan pij

P Pihak yang bertugag Untuk meny;
BPHTB berdasarkap, dokumep. - il
Penerimaan dap Pejabat p

Poran Realisasi Penerimaan

Bangunan darj PPAT; dan

- menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

e

Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan

Langkah 1 :
Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD lembar

5 dan lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak.

Llangkah 2 ;
Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara Penerimaan mencatat
penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran. Bendahara

Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam register SSPD BPHTB. Bendahara

Penerimaan mengarsip SSPD lembar ke-5.

Langkah 3 ; ) L
Setiap bulan, Bendahara Penerimaan menyampaikan register SSPD yang dilampiri
SSPDpl'embarJ ke-6. buku Penerimaan dan Penyetoran, beserta register STS kepada

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

Langkah 4 :

Fungsi Pembukuan dan Pela

oran menerima register SSPD yang dilampiri dengan
P

: toran,
SSPD lembar ke-6, buku Penerimaan dan Penye

beserta register STS.




C2.

=

Pelaporan Penerbitap, Akta oleh PPAT

Langkah 1 ;

Langkah 4 ;

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan

Hak atas Tanah dan/atay Bangunan.

Pelaporan Realisasi BPHTB

Langkah 1:
Berdasarkan prosedur C.1 dan C.2, maka Fungsi Pembukuan dan Pelaporan DPPKD
menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6, dan

Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 2 :
Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan dan Pelaporan

menyusun Laporan Realisasi BPHTB.




LAPORAN gy

NAN ppAT

Bulan......‘..... Tahun.....
Kepada yip,
ama PPAT ® WAUKOTA MAGELANG
N|am3t A €. Kepala Dings Pendapatan dan
A WP : Pengelolzan Keuangan Daerah Kota Magelang
NP di- MAGELANG
——_.__._________.______._________
— T Nama dan Alamat tuas (w) Harga SPPT PBY SPRORHTE Ket
Akta Bentuk Jenis Letak Tanap Transahs)
he PR et Pihak yang Pihak yang gumd“ " o [ Tanat Wi &:e“hmf NOP | NJOP | Tanggal | Rupiah
Nomor | Tanggall  Hukum Meomiitian | ptenies kg Bangunan mﬂm i
'____'_“—‘"_"—"'_"_—'-'-"‘—“_"—— 12 13 14 15 s
- 5 4 5 5 7 8 9 10 1
1 2 | F——— ]
r—— b 1|

Magelang,

Nama dan Tanda Tangan PPAT




pANDUAN PENGISIAN LAPORAN g OLEH ppp
/"_N

Bulan
Tahun

Alamat
NPWP

Didalam Tabel
Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Bulan bersangkutan

Tahun bEfSangkutan

Na
ma PPAT Yang bersangkutan, atau PpAT Pengganti
Contoh: Ngadenu,sh, atay Bambang, s

Alamat PPAT yang bersangkutan.

NPWP PPAT yang bersangkulan.

Nomor urut pengisian tabe|,

Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan.
Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka.

Contoh: tanggal pembuatan akta 4 Januari 2011 ditulis; 4 -01 - 2011,
Bentuk perbuatan hukum.

Contoh: jual beli, tukar menukar, hibah, dsh.

Nama dan alamat pihak yang mengalihkan/memberikan.

Contoh: Suroto beralamat di Jl. Mawar No. 9 ditulis; Suroto (baris 1), JI.
Mawar No. 9 (baris selanjutnya).

Nama dan alamat pihak yang menerima {cara penulisan seperti kolom 5).

Jenis dan nomor hak.

Apabila tanah sudah bersertifikat dis?butk.em jenis, nomor hak dan
kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat.

- Hak Milik =M

- HakGunaUsaha =U

- Pakai =P . .
Cont::-k Hak Milik No. 373 terletak di Kelurahan Panjang

d.

Ditulis: o —
j apabila dialihkan se ' .
- I\I\::;g; ::;::s ief}agian (apabila dialihkan sebagian}




Kolom 8

Kolom 9 dan 10:

Kolom 11

Kolom 12

Koiom 13

2 -
Yang bersangkutan b ?k Milik ?dat, diisi nomor

kohi dari k pajak
ri petuk paja
hak yang bersangkutan Ut persilny, 3tau nomer

: dan tanggal alat bukti
ndi :
Dituli d Boflrllg lndonesm Wby
ulis : v Ng 47/465 tap,

u e
Contoh : Patuk Pk o N 1960 - 1954

B 395 Blg :
Ditulis : ¢, g, 395 Blok |1.p ps.30 LD persi3o

Letak tanah dan a b
an )
kelurahan/desayangbersangkugg:an, untuk  kejelasan dapat menyebut

NoMor 47/465 masa pajak

Diisi luas tanah dan atay bangunan yang diallhkan/diperoleh/dibebani.

beli tanah seluas 200 m?
tai satu selyas 35 m?’,

Contoh : Jual

dengan ba i r
seluas 50 m? dan lan ga ngunan lantai dasa

Ditulis : Kolom g = 200, kolom 10 = 75,
Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta.

Contoh : Harga jual bejj yang terjadi adalah Rp, 100.000.000

Ditulis :100.000.000

tanggungan tetap dilaporkan,
Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT,
Contoh : No. SPPT 33.71.001.002.040 - 0124.0/11-01

Ditulis : 001.002.040 — 0124.0/2011 (dapat disambung ke bawah
sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom)

Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi NJOPTKP
pada tahun perolehan/pengalihan.

Contoh 1: Pengalihan/perolehan seluruh Tanahoyggg ada pada SPPT (NJOP
sebagai dasar pengenaan PBB) adalar Rp. 250.000.

Ditulis + 250.000.000

i luruhan
sebagian tanah dan kese

: lihan/perolehan atas : Bl

Contoh 2: F'eng;dla diatasnya Tanah sEIuas 100m d:n J:Laar;gur:]aan o

bangunan yang h atau seluas 50 m* dan keseluru aoré - (ug:_,k o
adalazh sebaglzn‘t:;‘;p (SPPT) tanah adalah Rp. 223)0.00&
! - , maka:

;5 nl.; [;'Es; adalah Rp. 50.000.000 (untuk 25 m
an ban




Kolom 14 dan 15:

Kofom 18

NJop tanah seluas 50 m2

- P 100.000.000
NJOPp bangunan Seluas 25 .2 Rp. 50
.000.000
- Total NJop
B Rp 150.000 000
Ditulis : 150.000.000

Diisi tangga| Pembayar,

n {d
Pembayaran gpyrg, (dengan N8k seperti kolom 3) dan besarnya

Mencantumkan keadaan tanah

dengan keterangan, dan bangunan Yang diperoleh/dialihkan

h dan atay bangunan.
- Seluryh tanah dan bangunan

ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan,
(pendaftaran) dan atay tanggal penyampaian

Contoh . —d.i301/409?/113tau

- tanggal 10-7-2011

¢. Diisi hubungan kelvarga antara pemberi hibah wasjat dengan penerima

hibah wasiat
Contoh  : hibah wasiat dari ayah ke anak

Ditulis :ayah - anak

N penyampaian akta dan dokumen
Diisl nomor daftar isian




PEMERINTAN ko1
DINAS PENDAPATAN pay, p

MAGE[ANG
ENG LAAN KEUANGAN DAERAH
REGISTER SSPD BPHTB

TAHUN
DE REKENING PENERIMAAN BPHTR ;
KO

—— -_ﬁ_________,_________________________
e Ies——— TANGGAL m
NO

JUMLay PENYETOR KETERANGAN
—_— ]
| 2 __'_———-3 _-___‘_\—‘_‘-_—__—?-—'-—_-—_ ._6. ——— 5
1 T _‘—ﬁ"_\——-—__‘_"—"-—--.._.____"-—-—-________

Magelang,
Mengetahui :

Pengguna Anggaran/

Bendahara Penerimaan
Kuasa Pengguna Anggaran*)

P Nama dan NIP
Nama dan N




PEMERINTA
DINAS PENDAPATAN pay pH TA MAGELANG
BUKU PENERIMaa

pulan o
Kode Rekening :

—] \
PENERIMAAN i —

NO
== e PENYETORAN
TANGGAL | NO.BUKTI URAIAN “--—---_____-——-—.__.________________

UMLaH TANGGAL NO.STS

E——
JUMLAH

—

—— |
. 2 3 3 —-—-———________\I

Kas di Bendahara Penerimaan
Saldo Awal :Rp.
Jumlah Penerimaan : Rp.
Jumlah yang disetorkan  : Rp,

Saldo Kas di Bendahara : Rp.

Terdiri :

a. Tunai sebesar :Rp.

b. Bank sebesar :Rp.

¢. Lainnya : Rp.

Magelang,
Mengetahui:
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran*)

Bendahara Penerimaan

Nama dan NIP

Nama dan NIP




e

PEMERINTAK
DINAS PENDAPATAN pa, PE:OTA

TAHUN Rl LT
KODE REKENING : _.....
1 e m—"\’\
: URAIA r_______________|\
: e e T T
: 2 3 - Sl TN
T ——— 5 : [ SEOAEES
_—_—-—_-'""-——
e T
!
| ————
\%*——-——_‘_ﬁ_____
[

Mengetahui :

MAGELANG

LAA
REGISTER ore BPHTT; KEUANGAN DAERay

Magelang,

Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama dan NIP

Bendahara Penerimaan

——

Nama dan NIP

Ditetapkgn di Magelang

SIGIT WIDYONINDITO

.
——"

gEJF‘I”\I 3 \,11:3

F- i --.Ip- e ]
1.SEKEA 1 |,
1. ASISIEN L

r———

et
1 Ka 8ag

ta

L

UL

MAGELANG,

——

(PEJARAT e

— _‘_—‘———--—.

1. SEKDa
e . ]

2. KA, DiNAS 7
p—— ]

3. SEMRETARIS
b |

4. Ko B

KA. SuE BAG
— KA. Sul BAg)




PEMERINTAH K
OTA Ma
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLA;E L&tin
REGISTER STs BPHTR GAN DAERAH
TAHUN —
KODE REKENING Yonernnn

o = i _—-—__—_-—_-_-—""-

"o | we.sts TANGGAL URALin _‘W - gy
— KETERANGAN
- 2 3 h___';"""'-“—-—;-—-——
_-_-_-'_'_""—"'——-—--..___
-—_-_'_‘_‘—‘—-—-—'—-———.___
L T ——
Magelang,
Mengetahui :
Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan
Kuasa Pengguna Anggaran
Narria dan NIP Nama dan NIP
Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

OTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO



VI pg
ATURAN WaLIKoTA
NOMoR _ MAGELANG

TAHUN :
_—
PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB
A. GAMBARAN UMUM

Pelayanan dan Pengolah Data,

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi
Pelayanan dan Pengolah Data dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi
Pajak yang terutang hingga pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data sebagai pihak yang
memiliki dan mengelola database Daftar STPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan Daftar Surat
Teguran. Serta Fungsi Penagihan selaku pengirim STPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan Surat

Teguran.

B. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB yang terutang
berdasarkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT. Waijib Pajak juga akan menerima Surat Teguran

jika pada saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB yang terutang.

2. Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data

k:
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untu

- memeriksa SSPD;

- menerbitkan STPD ;

- menerbitkan SKPDKB;

- menerbitkan SKPDBKBT;

- menerbitkan Surat Teguran-




3. Fungsi Penagihap
rupakan pi
Merup Pihak yang bel’Wenang danp
- mengirim STPD; b S
- mengirim SKPDKB;
- mengirim SKPDKBT; dan

- mengirim Syrat Teguran,

c. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Penetapan STPpD

Langkah 1:

dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda.

Langkah 3 :

Atas SSPD yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena
bunga/denda maka Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data menerbitkan Daftar SSPD
yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. Fungsi

Pelayanan dan Pengolah Data kemudian mengarsip daftar tersebut.

Langkah 4 :
Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data menerbitkan STPD berdasarkan Daftar SSPD yang

tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD dicetak

rangkap 2. STPD dikirim ke Wajib Pajak melalui Fungsi Penagihan. STPD yang dikirim ke

- d: rimaan STPD
Wajib Pajak harus dilengkapi dengan Tanda Penerimaan

Langkah 5 : . o
F i p ihan mengirimkan STPD. STPD Lembar 1 diperuntukkan bagi Wajib Pajak,
ungsi Penagihan

i STPD yang telah
. balikan STPD (lembar 2) beserta Tanda Penerimaan yang
an mengembalikan

i n Pengolah Data.
ditandatangani Wajib Pajak ke Fungsi pelayanan da

Langkah 6 : ; lembar 2) berikut Tanda
, pengolah Data mengarsip STPD {le
Fungsi Pelayanan dan Pe

Penerimaan STPD.



(Y.

Langkah 7 :

Fungsi Pelayanan dan p
engOIah Data
Mem

yang telah dikirimgap, kepada Waijib pa;
dJak.

Perbaharui Daftar STpD atas setiap STPD

Langkah B :

Wajib Pajak menerima STpp dan

memba ark " .
prosedur Pembayaran Pajak, Yatken: Ragk Yang terutang sesuai dengan

Penetapan SKPKDKB/SKPDKBT

Langkah 1 :

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data memeriksa setiap SSPD yang telah berjangka
waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan dan
Pengolah Data memeriksa nilai Pajak yang terutang yang tercantum dalam SSPD
tersebut. Atas SSPD yang ternyata kurang bayar, Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data

kemudian menerbitkan Daftar SSPD yang kurang dibayar.

Langkah 3 :

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data juga memeriksa setiap SKPDKB yang telah
berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Pelayanan dan Pengolah
Data memeriksa nilai Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPDKB tersebut.

Atas SKPDKB yang masih kurang bayar, Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data kemudian

menerbitkan Daftar SKPDKBT.

Langkah 4 :
Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data

menerbitkan SKPDKB/SKPDKBT (masing-masing rangkap 2).

Langkah 5 :
n
Fungsi Pelayanan dan pengolah Data m€ P
i Pena
Penerimaan SKPDKB/SKPDKBT kepada Fungsi

girimkan SKPDKB/SKPDKBT beserta Tanda

gihan.

Langkah 6 : " iak.
g —— SKPDKB/SKPDKBT kepada Wajib Pajak. Tanda
Fungsi Penagihan m

i i ajib ajak.
SK DKB/SK DKB harus dltandatangan! Ole j
nerimaan P P | hwW P




C.3.

’

dan Pengolah Pata memperbaharui Daftar

‘ KB/SKPDKBT Yang telah dikirimkan kepada Wajib
Pajak.

Langkah 9 :

Wajib Pajak menerima SKPDKB/ SKPDKBT (lembar 1) dari Fungsi Penagihan dan

membayarkan Pajak yang terutang sesuai dengan prosedur pembayaran Pajak.

Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1:

Berdasarkan prosedur penetapan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT, Fungsi Pelayanan dan
Pengolah Data menyimpan dan mengarsip :

- Daftar STPD;

- Daftar SKPDKB;

- Daftar SKPDKBT;
Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data

berkoordinasi dengan Fungsi Penagihan agar memantau surat ketetapan BPHTB yang

akan mendekati jatuh tempo.

Langkah 2 : , :
Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungs] Penegthan menghuburgl dan

lakukan pendekatan persuasif kepada Waiib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih
melakukan p

terutang. Pendekatan persuasif, melpuE:

. i
- Menghubungi wajib pajak melalui telepo
rat Pemberitahuan dan Himbauan.

dan

-~ Mengirimkan Su




Langkah 3 :

Dat g
(rangkap 2). ¥ My menerbitkan Surat Teguran

Langkah 4 :

Langkah 5 :

Fungsi Penagi iri
g gihan mengirimkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak ( rangkap 2, lembar

¢ —— .
1 untuk Wajib Pajak dan lembar 2 sebagai arsip) dengan dilengkapi Tanda Penerimaan

Langkah 6 :

Wajib Pajak menerima Surat Teguran (lembar 1) dan menandatangani Tanda

Penerimaan.

Langkah 7 :

Fungsi Penagihan mengembalikan Surat Teguran (lembar 2) dan Tanda Penerimaan
kepada Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data. Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data
mengarsip Surat Teguran tersebut dan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas

setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

BAGAN ALUR
D.1  Bagan Alur Penerbitan STPD

Fungsi Penagihan
mengirimkan kembali STPD
Lembar 2 utk di Arsip Fungsi
Pelayanan & Pengolah Data

Dari arsip SSPD, Fungsi Pelayanan &
_ Pengolah Data memeriksa setiap
| SSPD yang tidak/kurang dibayar, salah
tulis, salah hitung, dan kena
bunga/denda

Fungsi Penagihan
mengirimkan STPD
ke Wajib Pajak

‘L

Y

=¥

i Fungsi Pelayanan & Pengolah
Fungsi Pelayanan & Pengolah Data Me‘:";ﬁ:‘;’::w Data mengarsip STPD dan
menerbitkan Daftar SSPD yang dari Fungsl memperbaharui Daftar STPD
Kurang/Tidak Dibayar dan Penagihan (STPD atas STPD yang sudah
menerbitkan STPD dan lembar 1) dikirimkan

mengirimkannya ke Fungsi Pef’p




D.2

D.3

Bagan Alur Penerbita, SKPDKB/SKPD

\

Dari arsip SSPD, Fun

Bsi Pelayanan
Pengolah Data Memeriksy setiap&

SSPD yang telap berjangk, Wakty 5

PD/sKpPoxg

vang tidakﬁcumng dibayar

Atas SSPD Yang kurang dibayar
diterbitkan Skppkg
diterbitkan SKPOKRT, Fungsi
Pelayanan & Pengolah Data
mengirmkan SKPpK B/SKPDKBT ke
Fungsi Penagihan

Dari arsip STPD, SKPDKB, SKPDKBT
Fungsi Pelayanan & Pengolah Data
berkoordinasi dengan Fungsi
Penagihan memantay surat
ketetapan yang akan mendekati jatuh
tempo

Dalam jangka waktu 7 hari sejak jatuh
tempa, Fungsi Penagihan melakukan
pendekatan persuasif kepada wajib

KBT

Wajib Pajak
Menerima

SXPDKBISKPDKBT
dari Fungs;
Penagihan {STPD

lembar 1}

Bagan Alur Penerbitan Surat Teguran

Setelah 7 harj
Fungsi Penagihan
| mengkonfirmasikan

pajak (melalui telepon atau surat
pemberitahuan dan himbauan
pembayaran)

kepada Fungsi
Pelayanan untuk
menerbitkan Surat
Teguran kepada wp
yang belum

 E
|

ungsi Pelayanan

Fungsi Penagihan
mengirimkan kembali
SKPDKB}SKPQKBT Lembar 2
utk di Arsip Fungsi Pelayanan

& Pengolah Data

A 4

Fungsi Pelayanan & Pengolah
Data mengarsip
SKPDKB/SKPDKBT dan
memperbaharul Daftar
SKPDKB/SKPDKBT atas
SKPDKB/SKPDKBT yang sudah
dikirimkan

Fungsi Penagihan
mengirmkan Surat Teguran
kepada WP, dan
menyampalkan kembali arsip
Surat Teguran kepada Fungsi
Pelayanan

menerbitkan Surat
Teguran dan
diteruskan kepada
Fungsi Penagihan
untuk dikirmkan
kepada Wajib Pajak

Fungsi Pelayanan & Pengolah
Data mengarsip Surat
Teguran dan memperbaharui
Daftar Surat, Teguran yang
sudah dikirimkan




SURAT 5IH
BEA PER AN PAJAK DAgR
OLEHAN HAK ATAS H DANA:ANGUNAN
Nomor . ¢
Tanggal Penerbitan : Kepada Yth,
Tanggal Jatuh Tempo
Tempat Pembayaran
di -

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magels
Tanah dan Bangunan, telah dilakukan P "€ Nomor, == Tahun s teNtang Bea Perolehan Hak atas

emeriksaan pelaksa

dan Bangunan terhadap : Naan kewajiban Beg Perolehan Hak atas Tanah

Nama Wajib Pajak
Alamat Wajfib Pajak

Akta perolehan hak atas tanah dan/atau ban

Nomor :
Tanggal :
Jenis Perolehan Hak
Nomor Objek Pajak

Letak Objek Pajak

8unan dengap, «

Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumiah yang masih harus dibayar aalah sebagai berikut :

L. Pokok BPHTB yang harus dibayar [ Re.
2. Telah dibayar tanggal R SR S ekt Rp.
3. Pengurangan Rp.
4. lumlah yang dapat diperhitungkan (2+3) Rp.
3. BPHTB yang kurang dibayar Rp. ]
6. Sanksi administrasi { Rp.
TJ:mIah yang harus dibayar Rp.
Dengan Huruf ;

Magelang,

An. Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
{labatan pejabat yang ditunjuk Ka. Dinas)

Nama
NIP.




T = PR LS s

nama Wajib Pajak
Alamat

Nomor Surat
Tanggal Penerbitan Surat :

piterima Tanggal
Nama Penerima
Tanda Tangan




KOP DINAS

DAFTAR sspp
DAK/KU BPHTS
YANG TIDAK/KURANG DigavaR, sa TULIS, SALAH HITunG, paw kens BUNGA/DENDA

18 P
DATA WAJIB PAJAK DATA ORJExp e
e -—_L.E_T___—_____ w___ .| Nomog DAN
AK

ALAMAT Wp TANAH NOP TANGaa | PAIAK AN i
AMA WP MA PENE KURANG SANKS)
. DAN/ATAy | PeB RBmAN

SSPD PHTB DIBAYAR ADMINISTRAS!
BANGUNAN B
——————2/NAN |
2 3 4 “"'——-—-5 -—-..._.________-_.__,______

PAJAK YANG
MASIH HARUS Ker
DIBAYAR

——

-—-—-—._____________

Magelang,

MENGETAHUI ;

Kepala Seksi .......... Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data

Nama dan NIP Nama dan NIP




SURAT KE
N PAJAK
BEA p DAERAH
“ROLEHAN Hak Arag TANA KUS ﬁﬁﬁgﬁw
AN
Nomor .
Tanggal Penerbitan Kepada yip,
Tanggal Jatuh Tempo g,

Tempat Pembayaran S
di-

Berdasarkan Peraturan Daergh Kota Magelang Nomor

Tanah dan Bangunan, telah dilakukan pom. . = Tahun tentang Bea Perolehan Hak atas

ilakukan Pemer;
» ri
pelaksanaan kewajiban Beg Perolehan Hak atas Tanall(:?a‘:: ;tau perdasarkan keterangan lain rseen

Nama Waijib Pajak ; angunan terhadap :
Alamat Wajib Pajak

Akta perolehan hak atas tanah dan/atau ba

Nomor
Tanggal

Jenis Perolehan Hak
Nomor Objek Pajak
Letak Objek Pajak

Ngunan dengan :

Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumiah ¥ang masih harus dibayar adalah sebagai berikut ;

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp.

L

2. NlaiPerolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak [NPOPTXP)
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak {1-2)
4
5

fip.

Rp.

Pajak yang seharusnya terutang = 5% x RP. cciiiiinn (3) Rp.

Rp.
Rp.

Pengenaan Hibah Waslat/Waris/Hak Pengalolaan = 50% x R, ........ 8}
BPHTB yang seharusnya dibayar (4 atau 5)

BPHTB yang telah dibayar Rp.
Diperhitungkan -
8.a, Pokok STPD Rp.
8.b. Pengurangan Rp.
8.c. Jumiah (8.3, + 8.b.) i

8.d. Dikurangi pokok SKPDLB fe;
8.e. Jumlah (8.c. - 8.d) i
-_-‘-—_-__

=~ | o

=

Rp.

9. lumiah yang dapat diperhitungkan {7 + 8.e.) R
P.

10. BPHTB yang kurang dibayar

e

Rp
11, Sanksi Administrasi berupa bunga (sesuai Pasal...Perda No.  Tahun ......)
Bunga= ......bulan x 2% x Rp. <{10)

Rp.
12, Jumlah Yang maslh harus dibayar (10 + 11)

f—— "l yan,

Dengan Huryf -

- S

Magelang,

An. Kepala Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
{Jabaton pejobat yang ditunjuk Ka. Dinas)

Nama.
NIP.




KOP DINAs

SURAT KE
B:: LEETAPAN PAIAK DAERa KURANG
ROLEHAN HAK AT AS TANAH BAYAR TAMBAHAN
AN BANGUNAN
Nomor .
Tanggal Penerbitan Kepada yth,
Tanggal Jatuh Tempo —
Tempat Pembayaran
di-
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nom
y Or. ..... Tahy
Tanah dan Eangg:an,a telah dilakukan Pemeriksaan atay Eerdas I:Entang = Perol'e.han HaK atas-
pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Ha atas Tanah dan Bangunan t ;rdan ; RIGAL, b ge
erhadap :

Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak

Akta perolehan hak atas tanah dan/atay bangunan dengap, .

Nomor

Tanggal

Jenis Perolehan Hak
Nomor Objek Pajak

Letak Objek Pajak

Gappemetihsaan tevseti: diatas, jumlah Yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp.
2. Nilal Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak [NPOPTKP} Rp.
3.  Nilal Perolehan Ohjek Pajak Kena Pajak (1-2) Rp.
4. Pajak yang seharusnya terutang = 5% x Rp. R | Rp.
5. Pengenaan Hibah Waslat/Waris/Hak Pengelolaan = 50% % Rp. ...cce....(d) Rp.
6. BPHTB yang seharusnya dibayar {4 atau 5) Rp.
7. BPHTB yang telah dibayar Rp.
8. Diperhitungkan :
8.a. Pokok STPD Rp.
8.b. Pengurangan fp.
8.c.Jumlah (8.a. + 8.b.) o
8.d. Dikurangl pokok SKPOLB :"‘
8.e.Jumlah (8.c. - 8.d) 2
Rp.
9. lumiah yang dapat diperhitungkan (7 + 8.e.) —
kil
10. BPHTR yang kurang dibayar = P =
1L Sanksi Administrasi berupa bunga (sesuai Pasal...PerdaNo.  Tahud wu.n.
Bunga= ... | bulan x 2% x Rp. .....(10} Rp.
12. Jumiah yang masih harus dibayar {10 + 11}
l-'_-"—-—-___“____
Bengan Hyryf -

L

Magelang,

An. Kepala Dinas Pendapatan dan

pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang
(labatan pejabat yang ditunfuk Ka. Dinas)

1V 111 R S
NIP. cecissiemmmssssissia st s




—'—-—__—___-_-—h-—_-
] DATA WANIB PAIAK W

-

NO LETAR "\ vy
NAMAWP | ALAMATWP | TANAW | nop | TANGGAL ANG PAIAK YANG

PENERRITAN KURANG SANKS| H HAR KET
DAN/ATAY PBs S5PD BPHTR DiBAYAR ADMINISTRAS) Mﬁaa::j‘us

| Magelang,
[ MENGETAHU|

Kepala Seksi

-------------

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data

Nama dan NIpP Nama dan NIp




i w s  C—

Kepada Yth. Kop DINAS
Nama Wajib Pajak

Alamat

.....
........
............

Menurut pembukuan dan tata ys
Kota Magelang, hingga saat in 5,

iems PAJAK

inas Pendapatan dan p

udara Mmasih Mempunya; tunggaka

engelolaan Keuangan Daerah
n BPHTB sebagai berikut :

NO DAN TANGGAL

TAN GGAL JUMLAH
STPD SKPDKg

SKPDKBT JATUH TEMPO TUNGGAKAN
____-_——""“‘-'““'-—-——-__._______ PEMBAYARAN PAJAK
-__--—-‘--‘-_—-—-__

—

JUMLAH J

Dengan Huruf @ ...

Sehubungan dengan hal tersebut d,

iatas, maka diminta kepada Saudara a
tunggakan BPHTB dalam waktu 21 (d

gar melunasi jumlah
ua puluh satu) hari.

Dalam hal Saudara telah meluna

si tunggakan Pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera
melaporkan kepada kami.

Magelang,

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Magelang

Nama 3
NP s i nmn s erncvorsessnt

Ditetapkarf di Magelang

SIGIT WIDYONINDITO F.I": _»_I T




Kepada Yth- KOP DINAS
Nama Wajib Pajak

Alamat

......
-------------------

Menurut pembukuan dan tat, Usahg

. i Pada Dinas
Kota Magelang, hingga saat i Saudara Masih me,-:endap_atan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
PUnyai tunggakan BPHTB sebagai berikut -
F:N IS PAJAK NO AN TanGGay
SKPDKB SKPDKGT JATUHTEMPO | TUNGGAKAN
S PEMBAYARAN PAJAK
e e b it
———-______J..________\J
JuMLAH
Dengan Huruf : ....................

R b AL LE T T T -

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dimi
tunggakan BPHTB dalam wakty 21 (dua puluh saty) hari.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan Pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera
melaporkan kepada kami.

Magelang,

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Magelang

Nama
NIP.

Ditetapkap di Magelang

SIGIT WIDYONINDITO




LAMPIRAN Vi PERATURAN

NOMOR
TAHUN

:\

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

WALIKOTA MAGELANG

A. GAMBARAN UMUM

Pengurangan berdasarkan dokumen
pendukung pengajuan dan dats terkait objek pajak.

Pemberian Pengurangan sendiri dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota yang

berisi tentang kriteria dan kategori Pengurangan Pajak yang terutang,
B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB terutang

menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya.

2. Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
= menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan
BPHTB;
- menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB;
= meneliti objek pajak dengan data base;
- menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan

- menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat

Keputusan Pengurangan BPHTB.




LANGKAH-LANGKAH Tggy s

Langkah 1:

Langkah 4 :
Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan:
- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB {untuk yang ditolak) atau,

- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

Langkah 5 -

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 6 :

Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data
Pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi

mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan

¥ang disetujui) kepada Wajib Pajak.




Langkah 7:

l

Fungsi Pelayanan mempersia

pkan Berita Acara Pemeriksaan dan Surat
Keputusan atas pe

ngajuan Pengurangan oleh wp

!

Setelah Surat Keputysan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang,
Fungsi Pelayanan & Pengolah Data mengirimkan kepada Wajib Pajak




Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEPUTUSAN KEP.
ALA DINAS PEND,
APATAN
PENGELOU-\AN EUANGAN DAERAH o

KOTA Mag ELAN
NOMOR ;

TENTANG

PEMBER|AN p
BEA PEROLEHAN HAK AT, ENGURANGAN

AS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG

Bangunan oleh Wajib Pajak :
Nama et
Tanggal

Nomor

hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang sebagaimana
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan :

Nomor

Tanggal

b. bahwa terdapat / tidak terdapat *) cukup alasan untuk
mengurangkan besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan yang terutang;

+ @ Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor .....Tahun ...... tentang

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
b. Peraturan Walikota Magelang Nomor ........ Tahun ... tentang
Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan.

MEMUTUSKAN :

. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN

TENTANG PEMBERIAN
DAERAH KOTA MAGELANG
EESQERG:::GAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

YANG TERUTANG.




PERTAMA

KEDUA

KETIGA

i Mengabulkan

: Sesuaj dengan keputy

/Meno|
atas Tanah e ) Permohona

Bangunan an
Nama Wajip Pajak V g teruta
Alamat wajip, Pajak

N pengurangan Bea Perolehan Hak
ng kepada Wajib Pajak :

..................................................................

s&n  sebagaimana dimaksud pada diktum

Ya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
radalah sebagai berikut :

:Rp.

PERTAMA, maka besarn
yang seharusnya dj baya
a. BPHTB Terutang

b. Besarnya Pengurangan ( ...%x 1 -

C. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar  :Rp.
(sebesar :

........................ )
.......................................................................

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.




KEEMPAT Asli Keputys,, ini dij

: d i
Salifian iy " .'s?g.]?a‘kan kepada Wajib Pajak;
Pengelolaan K

' 9ISimpan sebaggi 5 v |
83l arsip Dinas Penda atan dan
angan aerah Kota Magelang. P

Ditetapkan di

Magelan
Pada tangga| .

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELO

N KEUANGAN DAERAH
KOTA MAGELANG

NAMA
; NIP.
*)  Coret yang tidak perlu
**) Diisi sesuai keperluan

Ditetapkan|d; Magelang
pada tanggal

OTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO w
" - ;
ey """'"»: PEJABIQJ PA b
pEJATAT IS | TR B i
1. SE;{ilﬂ _:__ iilf(mNAs 7 7
s T st | &7

oy sl wlm |

T,{ \ T KA. EID ~
1 KaBag A RIET .
} ) ::. SUL. BAG

'




KEEMPAT P a

*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi sesuai keperluan

Salinan Ke
Pengelolaan Keuan

Asli Keputusan inj disampaikan kepada W
N inj disimpan sebagaj 3

83N Daerahy Kota v

3jib Pajak;

rsip Dinas Pendapatan dan
agelang,

Ditetapkan di

Mage!ang
Pada tanggq)

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MAGELANG

NAMA
NIP.

Ditetapkan Hi Magelang
pada tangg4

TA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO



